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Pendahuluan

Pengangkutan barang di jalan-jalan umum menggunakan truk telah menjadi

urat nadi penting bagi perekonomian di hampir semua wilayah di Indonesia.
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Angkutan barang juga merupakan tulang punggung dalam kegiatan perdagangan
dan industri. Perpindahan barang memastikan raw material bisa didapatkan oleh
industri dan industri dapat mendistribusikan barang kepada konsumen. Pelaksanaan
pengangkutan barang diatur dengan undang-undang demi terjaganya berbagai
kepentingan terkait keselamatan masyarakat, pemeliharaan prasarana jalan,
kelestarian lingkungan dan kepentingan ekonomis pengguna/pelaksana
transportasi itu sendiri(Rishela Lukeny Armajaya, 2022). Dibalik semua kegiatan
baik sarana maupun prasarana transportasi darat dalam mendukung proses
perputaran perekonomian di Indonesia, tentunya terdapat berbagai permasalahan
diantaranya tingkat kecelakaan yang disebabkan oleh pelanggaran berat muatan
angkutan barang. Kendaraan angkutan barang tersebut seringkali terlihat
mengangkut barang melebihi kapasitas kendaraan, atau sering disebut over
dimension over loading (ODOL)(Muliasari et al., 2023). Namun, apabila kecelakaan
tersebut mengakibatkan orang lain kehilangan nyawa dapat dikenakan Pasal 359
KUHP yang menyatakan bahwa: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya)
menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun
atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”. Oleh karena itu, pengemudi truk ODOL
yang lalai sehinga mengakibatkan kecelakaan bertanggung jawab secara
pidana(Amallia & Chymaida, 2023).

Over Dimension Over Load (ODOL) adalah bentuk kelalaian yang termasuk
dalam kategori hukum pidana di sistem transportasi, khususnya dalam angkutan
muatan darat. Pelanggaran ini jelas melanggar Pasal 307 Undang-Undang Nomor.22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 307 UU No.22 Tahun
2009 menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
Angkutan Umum Barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara
pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 169
ayat (1) pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.Sementara itu, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan definisi khusus mengenai pelanggaran
lalu lintas(Cipta et al., 2024). Permasalahan angkutan barang terkait kendaraan
ODOL seringkali meresahkan sebab dampak yang ditimbulkan juga tidak ringan.
Kendaraan/angkutan ~ODOL menyebabkan kerusakan infrastruktur seperti
penurunan umur jalan, patahnya jembatan atau kecelakaan. Perlu adanya kesadaran
dan komitmen dari masyarakat serta stakeholder untuk menyelesaikan permasalahan

ODOL mengingat ODOL akan berdampak langsung terhadap pemilik/
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pengemudi  angkutan seperti penurunan kecepatan dan tingginya biaya
operasional(Widiangga Gautama et al., 2022).

Pelanggaran ODOL ini dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
untuk mengurangi biaya yang dikeluarkan saat pengiriman, seperti biaya
pemeliharaan kendaraan, biaya operasional kendaraan, biaya ijin, dan surat
perlengkapan. Untuk mencegah pelanggaran ODOL, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2021, yang
mengatur pengawasan muatan angkutan barang dan penyelenggaraan penimbangan
kendaraan bermotor di jalan. Peraturan ini juga dikenal sebagai PERMENHUB RI
Nomor 18 Tahun 2021. Peraturan tersebut mengatur dimensi kendaraan di jalan raya
berdasarkan kelas jalannya(Islammudin & Mardijono, 2023).

Jenis kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) berdasarkan kelas jalannya
dapat dijelaskan dengan mengacu pada regulasi dan spesifikasi teknis yang berlaku
di Indonesia. Klasifikasi berdasarkan kelas jalan dan jenis kendaraan.

Kelas jalan di Indonesia dibagi menjadi beberapa kategori dengan spesifikasi
kendaraan yang boleh melintas. Jalan Kelas I mencakup jalan arteri dan kolektor yang
dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran maksimal lebar 2.500 mm, panjang
18.000 mm, tinggi 4.200 mm, serta muatan sumbu terberat (MST) 10 ton. Jalan Kelas I
meliputi jalan arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan, dengan batas ukuran kendaraan
maksimal lebar 2.500 mm, panjang 12.000 mm, tinggi 4.200 mm, serta MST 8 ton.
Sementara itu, Jalan Kelas III juga mencakup arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan,
namun dengan batas kendaraan lebih kecil yaitu lebar 2.100 mm, panjang 9.000 mm,
tinggi 3.500 mm, serta MST maksimal 8 ton atau bisa kurang sesuai kondisi tertentu.
Adapun Jalan Kelas Khusus diperuntukkan bagi kendaraan berdimensi besar yang
melebihi standar kelas I, terutama pada jalur arteri dengan pengaturan regulasi ketat.

Jenis kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) juga diklasifikasikan
berdasarkan kelas jalan. Misalnya, truk Fuso yang memiliki dua atau tiga sumbu
belakang dengan batas muatan masing-masing 12 ton dan 15 ton, umumnya
digunakan untuk angkutan barang menengah hingga besar. Selanjutnya, truk tronton
merupakan truk besar dengan tiga sumbu yang memiliki kapasitas muatan maksimal
sekitar 18 ton, namun jika melebihi harus melalui pemeriksaan jembatan timbang.
Adapun trailer dipakai untuk mengangkut barang berat seperti kontainer dengan
berat total (GVW) maksimal 30 ton, serta wajib mematuhi regulasi ketat mengenai
panjang dan lebar kendaraan.

Terkait muatan dan berat kendaraan, Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI)

ditetapkan sesuai kelas jalan, dengan prinsip bahwa semakin banyak sumbu
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kendaraan maka semakin besar JBI yang diperbolehkan. Kendaraan dikategorikan
sebagai ODOL apabila melebihi batas JBI maupun dimensi yang ditetapkan untuk
kelas jalan tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini tidak hanya mempercepat

kerusakan jalan, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas.
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Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Bali

Berdasarkan laporan resmi Jasa Raharja hingga April 2025, data kasus telah
dikumpulkan. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan lalu lintas di Provinsi Bali telah meningkat sebesar 61,85%. Angka
ini menunjukkan tren yang lebih baik dibandingkan dengan data pada bulan
Desember 2024, ketika tingkat kepatuhan masyarakat berada pada 58,63%.
Peningkatan ini tidak sendirian, tetapi seiring dengan penurunan 13,67% jumlah
kecelakaan lalu lintas di wilayah tersebut pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hasil ini menunjukkan dengan jelas bahwa berbagai program keselamatan lalu lintas
yang telah dibuat dan diterapkan oleh pihak terkait selama bertahun-tahun dapat
menghasilkan perilaku masyarakat yang lebih tertib dan menurunkan tingkat risiko
kecelakaan di jalan raya. Dampak Ouverloading dapat menyebabkan kerusakan
infrastruktur seperti kerusakan jalan, jembatan, kecelakaan lalu lintas, dan kerusakan
kapal saat menyeberang. Beberapa kecelakaan yang disebabkan oleh mobil barang
overloading bahkan mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material yang
signifikan. (Cundoko et al., 2022).

Terkait hal itu penindakan yang telah melanggar aturan angkutan barang juga
di berlakukan sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan pada undang-undang
sesuai dengan buku uji kendaraan muatan. Kebijakan tersebut dibuat ialah terkait

dengan kendaraan yang melebihi kapasitas yang tidak sesuai dengan spesifikasi
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muatan yang diangkut serta memaksakan untuk menambah jumlah dimensi agar
memuat lebih banyak angkutan(Yassin et al., 2023).

Selain itu, bisnis yang melanggar aturan ODOL juga dapat diwajibkan untuk
memperbaiki kerugian yang disebabkan oleh pelanggaran tersebut, seperti
membayar biaya pemulihan lingkungan atau kompensasi untuk kerusakan
infrastruktur jalan. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang timbul
akibat pelanggaran tersebut dan mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan
dengan lebih baik di masa depan. Selain sanksi administratif, perusahaan yang
melanggar aturan ODOL juga dapat dipidanakan dan diadili di pengadilan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses peradilan ini dapat berujung pada
denda tambahan, penangguhan operasional, atau hukuman lain yang ditetapkan
oleh pengadilan(Gunawan Widjaja, 2024).

Fokus pengabdian ini adalah meningkatkan keselamatan berkendara melalui
instruksi, pengumpulan, dan analisis data lalu lintas serta penyediaan saran strategis
yang didasarkan pada bukti. Pemilihan subjek ini didasarkan pada fakta bahwa
masalah keselamatan jalan sangat penting dan berdampak langsung pada masyarakat
luas, dan bahwa generasi muda harus berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan
lalu lintas yang aman dan tertib. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan perubahan
sosial, seperti peningkatan kesadaran pengguna jalan dan kepatuhan mereka
terhadap aturan berlalu lintas serta peningkatan kemampuan mahasiswa dan
masyarakat daerah untuk mengelola transportasi dengan lebih aman(Shofiah et al.,
2025).

Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini
adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan observasi
lapangan. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk memahami secara
komprehensif fenomena Over Dimension Over Load (ODOL) dalam transportasi
darat, baik dari aspek hukum, teknis, maupun dampak sosial ekonomi. Melalui
metode ini, mahasiswa melakukan pengumpulan data dengan cara observasi di
lapangan terhadap kendaraan angkutan barang, analisis dokumen regulasi seperti
PM Perhubungan No. 18 Tahun 2021 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan, serta wawancara dengan pengemudi, pemilik kendaraan, dan
pihak terkait lainnya. Hasil dari metode ini diharapkan mampu memberikan

gambaran nyata mengenai jenis pelanggaran ODOL yang sering terjadi, urgensi
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kepatuhan terhadap spesifikasi kendaraan, serta konsekuensi hukum dan sosial dari

praktik ODOL.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini
merupakan kajian terhadap permasalahan Over Dimension Over Load (ODOL) dalam
sistem transportasi darat, khususnya pada angkutan barang di jalan raya. Fokus
utama berada pada aspek hukum, teknis, dan dampak sosial ekonomi yang
ditimbulkan oleh pelanggaran ODOL, baik terhadap infrastruktur, keselamatan lalu
lintas, maupun terhadap para pelaku usaha dan masyarakat umum. Kegiatan ini
meliputi:

1. Memberikan edukasi kepada pengemudi, pemilik kendaraan, dan masyarakat
umum tentang ketentuan hukum terkait batas dimensi dan muatan kendaraan
angkutan barang

2. Menentukan jenis-jenis pelanggaran ODOL yang sering terjadi.

3. Pentingnya kepatuhan terhadap spesifikasi kendaraan berdasarkan kelas jalan,
seperti yang dinyatakan dalam PM Perhubungan No. 18 Tahun 2021.
4. Sanksi pidana dan administratif yang dapat dikenakan kepada pelanggar melalui

UU No.22 Tahun 2009 Tentang LLA] dan KUHP.

Qdentiﬁkasi Masalah ODOL)

Observasi Lapangan
(Pengecekan Kendaraan & Muatan)

Kajian Regulasi Wawancara dengan
(PM No.18/2021, UU No.22/2009) Pengemudi, Pemilik, Aparat

Analisis Dampak
Hukum, Teknis, Sosial Ekonomi

Fdukasi & Sosialisasi
Masyarakat & Pengemudi

Kesimpulan & Rekomendasi
Pengendalian ODOL

Gambar 2. Alur Kegiatan
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Hasil dan Pembahasan

Istilah over dimension sendiri marujuk pada suatu kondisi dimana dimensi
angkutan sebuah kendaraan tidak sesuai dengan standar produksi pabrik. Kondisi
ini biasanya terjadi karena pemilik kendaraan melakukan modifikasi dimensi
berupa pemendekan atau pemanjangan landasan (chassis) dengan mengubah jarak
sumbu dan kontruksi kendaraan. Sementara overload terjadi pada situasi dimana
sebuah kendaraan bermotor mengangkut muatan yang melebihi batas beban yang
ditetapkan. Batas mengenai berat maksimum kendaraan berikut muatannya
disebut sebagai jumlah berat yang diijinkan (JBI). Batas JBI akan semakin besar
jika sumbu suatu kendaraan semakin banyak. Kendaraan over dimension over loading
(ODOL) dinilai sangat merugikan karena selain meningkatkan resiko kecelakaan,
juga akan menimbulkan inefisiensi akibat kondisi jalan rusak serta meningkatkan
polusi udara akibat gas buang berlebih yang ditimbulkan(Hardjana et al., 2023).

Beban lalu lintas jalan dihitung sebagai jumlah lintasan beban gandar standar
yang terjadi selama umur rencana jalan tersebut. Idealnya, beban lalu lintas akan
sesuai dengan beban yang diprediksikan dan digunakan dalam perencanaan jalan,
sehingga umur pelayanan jalan dapat bertahan sepanjang umur rencananya (design
life). Namun, apabila beban aktual berlebihan, konsekuensi teknisnya adalah umur
pelayanan jalan akan berkurang, sehingga umur rencana jalan tidak akan terpenuhi.
Dalam situasi ini, jembatan timbang memiliki peran penting untuk memastikan

bahwa umur rencana (design life) jalan terpenuhi(Asie et al., 2022).

Gambar 3. Rapat mengenai pengurangan karbon menggunakan kendaraan ramah
lingkungan
Beban yang berlebihan dapat menyebabkan retak, kerusakan permanen, atau

bahkan keruntuhan struktur perkerasan jalan. Di sisi lain, gangguan lalu lintas dapat
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menyebabkan kemacetan dan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, sementara
keausan yang dipercepat akan mengurangi umur pakai perkerasan jalan. Selain itu,
kendaraan ODOL yang tidak memenuhi dimensi atau beban tertentu meningkatkan
risiko kecelakaan lalu lintas(Hadi, 2023). Perlu adanya peningkatan jenis Sanksi
Pidana dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan
Angkutan Jalan. Pengenaan ataupun penetapan Sanksi Pidana Pokok dan Pidana
Tambahan diterapkan secara maksimal sehingga menimbulkan efek jera (Deterrent
Effect) bagi pengemudi, pemilik kendaraan, maupun bengkel yang melanggar
ketentuan perundang-undangan. Peningkatan jenis sanksi pidana sebagai contoh bagi
setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang
ancamannya pidana kurungan menjadi pidana penjara, peningkatan ancaman
nominal pidana denda dan penerapan pidana tambahan(Wahyudi & Mohas, 2023).

Penegakan hukum atas pelanggaran ODOL telah diatur dalam UU LLA],
khususnya Pasal 277 dan Pasal 307. Pasal 277 mengatur larangan modifikasi
kendaraan bermotor yang mengubah jenis atau spesifikasi teknisnya tanpa uji tipe
yang sah, sementara Pasal 307 memberikan sanksi bagi kendaraan yang melanggar
ketentuan muatan maksimum. Namun, terdapat perbedaan kategori antara kelebihan
dimensi dan kelebihan muatan, di mana kelebihan dimensi dianggap sebagai tindak
pidana, sementara kelebihan muatan hanya merupakan pelanggaran(Muttaqin et al.,
2023).

Problematika dalam menangani pelanggaran ODOL diantaranya penegakkan
hukum yang dirasa belum tegas dalam pengenaan sanksi. Regulasi yang mengatur
besaran sanksi masih dianggap ringan dibandingkan dengan keuntungan pelaku
usaha, penyedia jasa logistik  saling bersaing dari segi ekonomi, karena lebih
banyak muatan yang dapat dibawa dengan melanggar kendaraan ODOL, dinilai
dapat meringkas waktu pengiriman yang jika dengan kendaraan non ODOLperlu
dibawa beberapa kendaraan sehinggaongkos lebih murah. Sosialisasi kendaraan
ODOL perlu dilakukan ke seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya perusahaan
logistik(Oktarinda et al., 2022).

Kesimpulan

Pengangkutan barang dengan truk memiliki peran vital dalam perekonomian
Indonesia, namun praktik Over Dimension Over Load (ODOL) menjadi

permasalahan serius karena berdampak pada keselamatan lalu lintas, kerusakan
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infrastruktur, dan kerugian material maupun nyawa. ODOL melanggar ketentuan
hukum, termasuk UU No. 22 Tahun 2009 dan KUHP, sehingga pelaku dapat
dikenakan sanksi pidana maupun administratif. Pemerintah telah mengatur
pengawasan muatan melalui peraturan seperti Permenhub No. 18 Tahun 2021 dan
menetapkan batas dimensi serta beban sesuai kelas jalan untuk mencegah
pelanggaran. Meskipun tingkat kepatuhan masyarakat mulai meningkat dan angka
kecelakaan menurun, penyelesaian masalah ODOL tetap memerlukan komitmen
bersama dari pemerintah, penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat agar
pengangkutan barang dapat berjalan aman, tertib, dan berkelanjutan tanpa

merugikan kepentingan publik.
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